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wagqf certification policy in Indonesia has evolved
since the issuance of Government Regulation No. 28
of 1977, with various regulations released by the
government to expedite the registration and
certification process of waqf land. This study aims to
identify the challenges and opportunities within the
waqf  certification policy and  provide
recommendations  for more efficient  policy
development towards sustainable development. The
findings indicate that despite existing barriers in the
certification process, there are also opportunities to
improve wagqf management through collaboration
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PENDAHULUAN

Wakaf merupakan salah satu instrumen ekonomi Islam yang unik dan sangat khas dan
tidak dimiliki oleh sistem yang lain (Ashari & Asy’ari, 2022) karena berbasis pada nilai
kebajikan (birr), kebaikan (ihsan), dan persaudaraan (ukhuwah). Keunikan wakaf terletak pada
perpindahan kepemilikan dari individu kepada Allah ketika ditunaikan, dengan tujuan agar aset
tersebut menjadi abadi dan memberikan manfaat secara berkelanjutan. Wakaf memiliki potensi
besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan karena memungkinkan
perpindahan manfaat dari manfaat pribadi ke manfaat sosial (Aisyah et al., 2020). Hal ini sesuai
pendapat (Sairally, 2024) yang menyebutkan konsep tersebut berakar pada prinsip-prinsip
ekonomi Islam dan telah dipraktikkan sejak awal Islam sebagai sarana untuk membantu yang
membutuhkan dan memenuhi kewajiban agama

Meskipun demikian, pengelolaan wakaf menghadapi beberapa masalah, salah satunya
adalah masalah sertifikasi (Furqon, 2021) . Sertifikasi wakaf adalah langkah penting dalam
memberikan kepastian hukum atas kepemilikan dan pengelolaan aset wakaf. Mereka melindungi
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aset wakaf dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan, meningkatkan
kepercayaan masyarakat terhadap institusi wakaf (Sulistiani & Mujahid, 2024)

Sertifikasi wakaf sangat penting untuk menjamin kepastian hukum dan manajemen aset
wakaf. Ini juga mencegah konflik kepemilikan, pengelolaan yang tidak efisien, dan kemungkinan
penyalahgunaan. Dengan sertifikat, tanah wakaf lebih aman dan tidak dapat dirobohkan oleh
orang yang tidak bertanggung jawab. Dengan demikian, tanah wakaf dapat dimanfaatkan
sepenuhnya untuk program pemberdayaan masyarakat (Najib et al., 2021) seperti pendidikan,
kesehatan, dan pengentasan kemiskinan, yang sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
Oleh karena itu, sertifikasi tanah wakaf harus segera diselesaikan untuk memastikan aset dapat
dikelola dan digunakan sesuai dengan tujuan awal wakaf.

Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, Indonesia memiliki potensi wakaf
yang sangat besar. Namun, kebijakan yang mendukung proses sertifikasi wakaf harus dibuat
untuk memaksimalkan potensi ini. Sayangnya, proses sertifikasi wakaf di Indonesia memiliki
tantangan cukup kompleks. Administrasi yang panjang dan birokrasi yang berbelit menjadi
hambatan utama (Irawan, 2021). Salah satunya adalah kurangnya integrasi antara lembaga terkait
seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI), Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), serta
lembaga keuangan syariah. Selain itu, sengketa tanah sering kali terjadi, mengingat dokumen
kepemilikan yang kurang jelas. (Hapsari et al., 2023) menyebutkan kesadaran masyarakat tentang
pentingnya sertifikasi wakaf juga masih rendah, sehingga aset wakaf sering kali tidak terdaftar
secara resmi.

Meskipun program seperti Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) telah dibuat untuk
mempercepat pendaftaran wakaf secara digital, mereka masih terbatas dan belum mencakup
semua orang (Pramono et al., 2023). Sementara itu, kolaborasi antara lembaga keuangan syariah
dan nazhir dapat mempercepat sertifikasi dan mengoptimalkan pengelolaan wakaf secara efektif,
seperti yang ditunjukkan oleh Malaysia melalui sistem e-Wakaf, yang telah meningkatkan
efisiensi dan kecepatan transaksi wakaf (Sulaiman et al., 2019).

Indonesia membuat kebijakan untuk mempercepat proses sertifikasi tanah wakaf karena
kesadaran akan pentingnya pengelolaan wakaf meningkat. Langkah ini dimulai dengan
penerbitan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lubis et al., 2022). Undang-
undang ini memberikan dasar hukum bagi bagaimana aset wakaf dikelola dan digunakan di
Indonesia. Undang-undang ini memperluas cakupan wakaf untuk mencakup uang, hak kekayaan
intelektual, dan barang bergerak lainnya, bukan hanya tanah. Namun, kebijakan sertifikasi wakaf
sangat penting karena tanah wakaf masih menjadi metode wakaf yang paling umum di Indonesia
(Suhendi, 2018).

Sertifikasi wakaf bertujuan untuk memberikan jaminan hukum terhadap tanah wakaf,
yang penting bagi keberlanjutan pengelolaan dan pemanfaatan aset tersebut. Tanpa adanya
sertifikat yang sah, tanah wakaf rawan terhadap sengketa hukum dan kehilangan nilai ekonomi
serta sosialnya. Oleh karena itu, penting untuk memahami dan menganalisis alur kebijakan
sertifikasi wakaf di Indonesia dari berbagai perspektif hukum, administrasi, serta tantangan yang
dihadapi dalam implementasinya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka untuk
menganalisis dan memahami fenomena tertentu. Data diperoleh dari berbagai sumber literatur,
seperti buku, artikel jurnal, dan dokumen relevan yang memberikan wawasan mendalam tentang
konteks dan latar belakang penelitian (Fadli, 2021). Analisis dokumen dilakukan dengan
mengidentifikasi pola, tema, dan makna dari informasi yang terkandung dalam sumber pustaka,
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sehingga memungkinkan peneliti untuk menginterpretasikan data secara kritis dan menyusun
narasi yang komprehensif mengenai topik yang dikaji (Adlini et al., 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN
Regulasi Kebijakan Sertifikasi Wakaf di Indonesia

Di Indonesia, sertifikasi wakaf sangat penting untuk menjamin keamanan hukum dan
perlindungan aset wakaf, terutama tanah wakaf (Mufti & Nurhasanah, 2023) . Sejak 2017,
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Kementerian
Agama (Kemenag) telah mengeluarkan banyak kebijakan untuk mempercepat proses pendaftaran
dan sertifikasi tanah wakaf. Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Pendaftaran Tanah Wakaf adalah salah satu kebijakan utama yang berfungsi sebagai standar
untuk proses sertifikasi (Rosalina & Zulfikar, 2023). Namun, hingga 2020, sekitar 39,63% dari
52.629,81 hektar tanah wakaf di Indonesia belum tersertifikasi, terlepas dari upaya terus-menerus
untuk mempercepat proses tersebut (Dakum et al., 2022).

Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Tanah
Sistematis Lengkap (PTSL), program nasional untuk menyelesaikan pendaftaran tanah secara
sistematis (Masnah, 2021) , termasuk tanah wakaf. Tujuan PTSL adalah untuk memberikan
kepastian hukum bagi tanah yang belum terdaftar, dengan prioritas untuk tanah wakaf yang
belum memiliki sertifikat resmi. Peraturan ini memperkuat kebijakan ini. Program ini diharapkan
dapat mempercepat proses pendaftaran dan sertifikasi tanah wakaf di Indonesia. Ini akan
memungkinkan semakin banyak aset wakaf yang dikelola dengan cara yang sah.

Namun, meskipun kebijakan ini sudah ada, kendala besar yang dihadapi adalah kurangnya
koordinasi antara instansi yang terlibat, seperti Kementerian Agama (Kemenag) dan Badan
Pertanahan Nasional (BPN), serta rendahnya pemahaman hukum tentang wakaf di kalangan
masyarakat dan pengelola wakaf (Dakum et al., 2022) . Dalam praktiknya, banyak nazhir
(pengelola wakaf) yang tidak mengetahui prosedur pendaftaran atau kesulitan dalam memenuhi
persyaratan administratif yang cukup kompleks. Berikut ini daftar perkembangan kebijakan
sertifikasi wakaf di Indonesia.

Tabel 1. Perkembangan Kebijakan Sertifikasi Wakaf di Indonesia

Tahun | Kebijakan/Peraturan | Perubahan atau Fokus Dampak atau
Utama Implementasi
1977 Instruksi Menteri Menginstruksikan agar Sertifikasi wakaf mulai
Dalam Negeri No. 14 | tanah wakaf didaftarkan ke | diperhatikan, tetapi banyak
Tahun 1977 BPN dan dicatat oleh KUA. | tanah wakaf belum terdaftar

karena sosialisasi terbatas.
2004 Undang-Undang No. | Mengatur mekanisme wakaf | Menjadi landasan hukum
41 Tahun 2004 benda tidak bergerak dan utama pengelolaan wakaf
tentang Wakaf benda bergerak; modern di Indonesia.
memperkenalkan nazhir
individu, organisasi, atau
badan hukum.

2006 Peraturan Pemerintah | Mengatur teknis sertifikasi | Proses administrasi
No. 42 Tahun 2006 tanah wakaf, pelaporan, dan | sertifikasi lebih terstruktur,
tentang Pelaksanaan pengelolaan aset wakaf. tetapi implementasi di
UU Wakaf daerah masih lambat.

2010 Pendirian Badan Membentuk lembaga BWI bertanggung jawab
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Wakaf Indonesia independen untuk dalam pembinaan nazhir dan
(BWI) pengelolaan wakaf secara pengembangan aset wakaf,
nasional. tetapi penguatan peran
membutuhkan waktu.
2017 Peraturan Menteri Menerapkan percepatan Peningkatan jumlah tanah
ATR/Kepala BPN No. | pendaftaran tanah wakaf wakaf yang terdaftar, meski
2 Tahun 2017 melalui program masih terkendala biaya dan
Pendaftaran Tanah dokumen pendukung.
Sistematis Lengkap (PTSL).
2021 Instruksi Presiden No. | Fokus pada percepatan Sertifikasi tanah wakaf
1 Tahun 2021 tentang | sertifikasi wakaf dengan didorong melalui program
Percepatan Sertifikasi | target nasional yang lebih integrasi dengan PTSL.
Tanah Wakaf konkret.
2023 Integrasi dengan Mulai pengembangan Mempermudah akses
Sistem Digital Wakaf | sistem online untuk masyarakat, tetapi
pendaftaran dan pelaporan | membutuhkan infrastruktur
tanah wakaf. dan literasi digital yang lebih
baik.

Sumber: Diolah penulis dari berbagai sumber

Peluang sertifikasi Wakaf dalam mendukung Pembangunan Berkelanjutan

Sebagai instrumen keuangan syariah, wakaf memiliki potensi besar untuk mendukung

pembangunan berkelanjutan dengan mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan
(Herlambang & Nasrowi, 2022) . Sejalan dengan prinsip-prinsip keuangan Islam, wakaf
mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) melalui pengelolaan lingkungan,
tanggung jawab sosial, dan keadilan. Wakaf produktif, khususnya, memiliki potensi untuk
meningkatkan ketahanan ekonomi dan menciptakan peluang untuk pertumbuhan ekonomi yang
lebih (Aziz, 2022).

Selain pertumbuhan ekonomi, pembangunan berkelanjutan memperhatikan aspek sosial
dan lingkungan. Sebagai alat keuangan syariah, wakaf memiliki potensi besar untuk membantu
pembangunan berkelanjutan. Wakaf, sesuai dengan prinsip pembangunan Islam yang bertujuan
untuk memuliakan martabat manusia dan meningkatkan kualitas hidup mereka baik di dunia
maupun akhirat, juga berfungsi sebagai cara untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Oleh
karena itu, memahami peran wakaf dalam mencapai tujuan tersebut sangat penting.

Dengan mendorong semua Muslim untuk berkontribusi pada pembangunan masyarakat,
wakaf mengajarkan mereka tanggung jawab sosial. Contoh wakaf seperti digunakan untuk
membangun fasilitas umum seperti masjid, sekolah, dan pusat kesehatan, yang memberikan
keuntungan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam jangka panjang. Wakaf
pendidikan, seperti pembangunan sekolah dan universitas, dapat meningkatkan akses pendidikan
bagi masyarakat kurang mampu dan mengurangi angka putus sekolah (Astuti & Wijaya, 2023).

Regulasi yang jelas dan efektif diperlukan untuk meningkatkan potensi wakaf dalam
pembangunan berkelanjutan (Irawan, 2021) . Regulasi ini harus memberikan kepastian hukum
kepada nazhir dan wakif. Namun, Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf masih
perlu diperbaiki, terutama dalam hal transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana wakaf.
Sertifikasi wakaf yang jelas dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan meningkatkan
jumlah dana wakaf yang tersedia untuk pembangunan. Pengembangan sumber daya manusia,
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khususnya pelatihan nazhir, sangat penting untuk pembangunan berkelanjutan (Suprayogi et al.,

2023) . Nazhir dapat lebih baik mengelola dana wakaf jika dilatih dalam manajemen keuangan,

perencanaan proyek, dan evaluasi dampak sosial. Lembaga pendidikan dan lembaga wakaf dapat
bekerja sama untuk meraih keberhasilan.

Dengan mengubah wakaf dari praktik filantropi konvensional menjadi alat sosial ekonomi
kontemporer, sertifikasi wakaf membuka banyak peluang untuk pembangunan berkelanjutan.
Sekarang wakaf berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial di Indonesia
dengan berkontribusi pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur (Masruroh et al., 2024).
Model bisnis wakaf yang inventif menawarkan kerangka bisnis sosial yang mendukung SDGs
dengan menghasilkan pendapatan berkelanjutan dan melestarikan aset, dan integrasi teknologi
seperti blockchain meningkatkan transparansi dan efektivitas manajemen wakaf.

Tantangan dalam Implementasi Kebijakan Sertifikasi Wakaf
Berikut ini beberapa tantangan dalam implementasi kebijakan sertifikat wakaf antara lain
sebagai berikut:
1. Rendahnya Kesadaran Hukum Masyarakat
Rendahnya kesadaran hukum masyarakat tentang pentingnya sertifikasi tanah wakaf
menjadi hambatan utama dalam implementasi kebijakan ini. Banyak masyarakat, terutama di
pedesaan, hanya memahami wakaf dari sisi spiritual tanpa memperhatikan aspek legalitasnya,
mengandalkan bukti informal seperti kesepakatan lisan, dan kurangnya edukasi dari Badan
Wakaf Indonesia (BWI) memperburuk situasi ini. Akibatnya, tanah wakaf sering diwariskan
tanpa dokumen resmi, menyulitkan proses sertifikasi dan perlindungan hukum.
2. Kompetensi Nazhir yang Belum Memadai
Nazhir sangat penting untuk pengelolaan wakaf, tetapi banyak yang menghadapi
masalah karena mereka tidak memahami regulasi dan manajemen aset. Menurut Laporan
BWI (2020) sebagian besar nazhir tidak menerima pendidikan formal. Akibatnya, mereka
kesulitan memahami peraturan seperti Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2004 dan
Peraturan No. 42 Tahun 2006. Hal ini menghambat pengembangan dan sertifikasi aset wakaf.
Akibatnya, aset wakaf seringkali dikelola dengan buruk, dan kemungkinan bahwa mereka
dapat diubah menjadi sumber daya produktif seringkali tidak terwujud. Tidak banyak upaya
yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas nazhir, dan meskipun ada beberapa program
pelatihan, seperti yang ditawarkan oleh BWI, kualitas dan jumlah pelatihan ini masih kurang
untuk menjangkau semua nazhir yang ada di Indonesia.
3. Kompleksitas Prosedur Administrasi
Prosedur administrasi sertifikasi tanah wakaf sering dianggap sulit, terutama di daerah
terpencil. Proses ini melibatkan banyak pihak yang tidak terintegrasi, seperti Kantor Urusan
Agama (KUA), Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan Badan Wakaf Indonesia (BWI).
Akibatnya, proses sertifikasi menjadi lebih lama. Hal ini menyebabkan masyarakat tidak mau
melanjutkan proses. Akses yang terbatas ke dokumen pendukung seperti sertifikat tanah dan
surat persetujuan ahli waris adalah masalah lain yang dihadapi. Biaya administrasi yang
tinggi juga menjadi masalah besar di beberapa tempat. Ini terutama berlaku untuk masyarakat
dengan tingkat ekonomi rendah.
4. Hambatan Sosial dan Ekonomi
Selain kendala administratif, faktor sosial dan ekonomi juga memainkan peran penting
dalam tingkat sertifikasi tanah wakaf yang rendah. Masyarakat seringkali tidak melihat
keuntungan langsung dari sertifikasi tanah wakaf. Selain itu, masyarakat enggan membayar
lebih banyak untuk proses legalisasi karena stigma bahwa tanah wakaf dianggap sebagai aset
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yang "tidak bisa diganggu" atau "sudah aman secara adat". Hal ini menunjukkan bahwa
metode yang lebih inklusif diperlukan untuk mengatasi perbedaan ekonomi dan informasi di
masyarakat. Sangat penting untuk mengambil tindakan strategis yang melibatkan berbagai
pihak untuk mengatasi masalah ini.

Praktik Internasional dalam Sertifikasi Wakaf dan Pembangunan Berkelanjutan: Studi
Kasus Arab Saudi, Turki, dan Malaysia
1. Arab Saudi: Wakaf sebagai Pilar Pembangunan Ekonomi Islam
Wakaf di Arab Saudi memiliki peran strategis yang diintegrasikan dalam kebijakan
pembangunan ekonomi nasional (Badan Wakaf Indonesia, 2020) . Pengelolaan wakaf
berada di bawah pengawasan Ministry of Islamic Affairs, Dawah and Guidance serta
General Authority for Awqaf (GAA), yang memiliki kewenangan penuh dalam pengelolaan,
pendaftaran, dan pengembangan aset wakaf. GAA fokus pada modernisasi manajemen
wakaf dengan  menekankan transparansi dan  akuntabilitas.  Saudi  telah
mengimplementasikan sistem Endowment Management Information System (EMIS),
sebuah platform digital yang memungkinkan pendaftaran, pelaporan, dan pengelolaan aset
wakaf secara efisien.
Selain itu, Badan Wakaf Indonesia (2020) merilis sistem pengelolaan wakaf Arab
Saudi membantu pemerintah dalam memastikan bahwa seluruh tanah wakaf didaftarkan
dan dikelola sesuai dengan prinsip syariah. Sektor pendidikan dan kesehatan adalah salah
satu yang paling menguntungkan dari dana wakaf. Sebagai contoh, Universitas Islam
Madinah menerima dana wakaf, yang memungkinkannya beroperasi dan berkembang.
Wakaf juga digunakan untuk membangun fasilitas haji dan umrah, seperti tempat tinggal di
sekitar Masjidil Haram. Ini menunjukkan bagaimana wakaf berperan dalam mendukung
pembangunan infrastruktur strategis yang memberi dampak luas pada masyarakat, baik
secara sosial maupun ekonomi.

2. Turki: Sistem Sentralisasi dan Digitalisasi

Direktorat Jenderal Wakaf Turki (Diyanet Vakfi) telah membangun sistem
sentralisasi yang efektif untuk manajemen wakaf. Kebijakan proaktif pemerintah telah
menyebabkan hampir seluruh tanah wakaf di Turki terdaftar, dan insentif untuk nazhir telah
diberikan serta proses administrasi digitalisasi (Rakhmat & Beik, 2022) . Metode ini
membuat proses sertifikasi lebih mudah dan memastikan bahwa prosesnya efisien dan
terbuka. Selain itu, sistem wakaf Turki sangat berfokus pada pengembangan sosial-
ekonomi. Wakaf di Turki telah menjadi alat penting untuk mendukung pembangunan
berkelanjutan dan memberikan kontribusi besar terhadap kesejahteraan sosial-ekonomi
masyarakat. Akibatnya, aset wakaf digunakan untuk mendanai proyek besar seperti
pembangunan rumah sakit, sekolah, dan infrastruktur publik lainnya yang memberikan
manfaat langsung bagi masyarakat.

3. Malaysia: Pendekatan Sistematis dan Terintegrasi
Malaysia telah menerapkan sistem terintegrasi untuk pendaftaran tanah wakaf
melalui Jabatan Wakaf, Zakat, dan Haji (JAWHAR) dan Majlis Agama Islam Negeri
(MAIN). Pelatihan berkala kepada nazhir dan penggunaan teknologi modern seperti Sistem
Wakaf Elektronik (e-Wakaf) yang memungkinkan telah professional. Selain itu, Malaysia
mengutamakan keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan wakaf, yang
meningkatkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap aset wakaf. Metode ini
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memastikan bahwa masyarakat terlibat langsung dalam proses manajemen dan
pemanfaatan wakaf, yang menghasilkan peningkatan partisipasi dan keberlanjutan program
wakaf (Rakhmat & Beik, 2022) . Malaysia menciptakan model pengelolaan wakaf yang
berhasil dan berkelanjutan dengan bekerja sama dengan pemerintah, lembaga keagamaan,

dan masyarakat.

Selain itu, Malaysia mengutamakan keterlibatan masyarakat lokal dalam
pengelolaan wakaf, yang memperkuat rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap aset
wakaf. Pendekatan ini memastikan bahwa masyarakat terlibat langsung dalam proses
pengelolaan dan pemanfaatan wakaf, sehingga meningkatkan partisipasi dan keberlanjutan
program-program wakaf yang dijalankan. Dengan sinergi antara pemerintah, lembaga
keagamaan, dan masyarakat, Malaysia berhasil menciptakan model pengelolaan wakaf
yang efektif dan berkelanjutan.

Negara-negara seperti Arab Saudi, Turki, dan Malaysia telah menunjukkan model yang
sukses dalam mendukung pembangunan berkelanjutan melalui pengelolaan wakaf. Untuk
memperbaiki sistem sertifikasi wakaf, Indonesia memperoleh wawasan berharga dari pengalaman
ketiga negara ini. Berikut adalah solusi kebijakan sertifikasi wakaf yang dapat mendukung
pembangunan berkelanjutan:

1. Meningkatkan Sosialisasi kepada Masyarakat
Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keuntungan dari sertifikasi
tanah wakaf dari sisi hukum dan ekonomi, sangat penting untuk melakukan upaya
sosialisasi yang efektif. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh (Syakur & Zainuddin,

2022) menemukan bahwa pemahaman masyarakat akan meningkat jika informasi yang

diberikan mencakup manfaat langsung, seperti kemampuan untuk mencegah sengketa

hukum dan kesempatan untuk mengelola wakaf secara efektif. Untuk mencapai hal ini,
kampanye publik yang terorganisir dan melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah,

Badan Wakaf Indonesia (BWI), dan lembaga terkait, sangat penting. Pendekatan berbasis

komunitas, media digital, dan seminar dapat menjadi cara yang efektif untuk menjangkau

masyarakat luas.
Menurut (Putra et al., 2023) kampanye yang didasarkan pada pemberdayaan
komunitas lokal lebih efektif karena melibatkan individu yang dihormati oleh komunitas.

Selain itu, seperti yang ditunjukkan oleh Yumarni et al. (2019) dalam studinya tentang

komunikasi publik dalam administrasi tanah wakaf, media sosial terbukti berguna untuk

menjangkau masyarakat perkotaan. Oleh karena itu, strategi yang menggabungkan
keterlibatan langsung dengan masyarakat lokal dan media sosial dapat meningkatkan
pemahaman masyarakat tentang pentingnya sertifikasi tanah wakaf.

2. Penguatan Otoritas dan Kapasitas Lembaga Pengelola Wakaf

Salah satu pelajaran utama dari Turki dan Arab Saudi adalah pentingnya lembaga
pengelola wakaf yang memiliki otoritas penuh. Di Turki, Direktorat Jenderal Wakaf
(Diyanet Vakfi) telah berhasil menciptakan sistem pengelolaan wakaf yang terpusat,
mencakup pendaftaran, perlindungan, hingga pengembangan aset wakaf (Rakhmat &
Beik, 2022) . Sementara itu, di Arab Saudi, General Authority for Awgaf (GAA) tidak
hanya mengelola aset wakaf tetapi juga memimpin inovasi dalam pengelolaan berbasis
teknologi (Nazah, 2022).

Indonesia dapat memperkuat peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai
lembaga yang memiliki otoritas terpusat untuk pengelolaan wakaf. Dengan dukungan



2672

PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora

Vol.4, No.2, Februari 2025

1
yang memadai, BWI dapat bertanggung jawab atas seluruh proses sertifikasi, pembinaan
nazhir, dan pengawasan aset wakaf secara nasional. Penguatan otoritas ini juga perlu
diiringi dengan kolaborasi lintas kementerian, seperti Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), untuk mempercepat proses sertifikasi.

3. Penguatan Otoritas dan Kapasitas Lembaga Pengelola Wakaf

Praktik digitalisasi di Arab Saudi dan Malaysia memberikan contoh bagaimana
teknologi dapat menyederhanakan prosedur administrasi wakaf. Arab Saudi menggunakan
Endowment Management Information System (EMIS) untuk mengintegrasikan data tanah
wakaf secara digital, sementara Malaysia menerapkan Sistem Wakaf Elektronik (e-Wakaf)
untuk mempermudah akses masyarakat dalam pendaftaran aset wakaf. Kompleksitas
prosedur sertifikasi tanah wakaf menjadi salah satu tantangan utama dalam implementasi
kebijakan ini. Digitalisasi proses administrasi dapat menjadi solusi untuk
menyederhanakan prosedur, meningkatkan transparansi, dan mempercepat pendaftaran
tanah wakaf.

Penelitian Yumarni et al. (2019) menyatakan bahwa penerapan sistem pengajuan
online untuk sertifikasi wakaf dapat mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan untuk
proses tersebut di indonesia Program seperti Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) telah
mulai diimplementasikan untuk mempercepat pendaftaran wakaf secara digital, namun
belum sepenuhnya menjangkau masyarakat secara luas. Kemudian Munawar (2021)
menekankan pentingnya integrasi antar-lembaga terkait, seperti Kementerian Agama,
BPN, dan BWI, melalui platform digital. Hal ini tidak hanya menyederhanakan prosedur
administrasi, tetapi juga mengurangi risiko kehilangan dokumen penting selama proses
pendaftaran. Di negara-negara seperti Malaysia, sistem digital telah berhasil
meningkatkan jumlah tanah wakaf yang terdaftar secara signifikan, sebagaimana dicatat
oleh Rakhmat & Beik (2022).

4. Penguatan Otoritas dan Kapasitas Lembaga Pengelola Wakaf

Di Indonesia, salah satu hambatan utama untuk mendapatkan sertifikasi wakaf
adalah biaya administrasi yang tinggi, terutama bagi orang-orang di daerah terpencil.
Untuk mengatasi masalah ini, Indonesia dapat mengikuti model Turki dengan
memberikan subsidi atau membebaskan biaya sertifikasi (Rakhmat & Beik, 2022) .
Dengan dukungan dana zakat, infak, dan sedekah, program subsidi sertifikasi wakaf dapat
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam registrasi tanah wakaf. Pemerintah juga dapat
mendorong keterlibatan lembaga keuangan syariah untuk memberikan insentif berupa
bantuan teknis atau pendanaan dalam proses sertifikasi, seperti yang telah dilakukan di
beberapa proyek sebelumnya.

Syakur & Zainuddin (2022) menyatakan bahwa kebijakan subsidi dapat
mendorong masyarakat untuk mendaftarkan tanah wakaf dan berpartisipasi secara legal
dalam pengelolaan aset wakaf. Selain itu, alternatif untuk mendukung biaya sertifikasi
wakaf adalah program pembiayaan khusus seperti program tanggung jawab sosial
perusahaan (CSR) lembaga keuangan syariah. Beberapa proyek sertifikasi wakaf di
Indonesia telah didanai melalui kerja sama pemerintah dan lembaga keuangan syariah,
dan program semacam itu dapat diperluas untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan
manajemen wakaf di negara itu.

5. Pengelolaan Aset Wakaf secara Produktif
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Di Arab Saudi dan Turki, pengelolaan aset wakaf dapat membantu pembangunan
infrastruktur strategis. Universitas, rumah sakit, dan fasilitas ibadah didanai dengan dana
wakaf, sementara di Turki, rumah sakit, sekolah, dan pasar dibangun dengan dana wakaf
(Badan Wakaf Indonesia, 2020; Rakhmat & Beik, 2022) Metode ini menunjukkan
bagaimana aset wakaf dapat digunakan untuk tujuan sosial-ekonomi jangka panjang.
Indonesia dapat mengambil contoh metode ini dengan memprioritaskan
pengelolaan tanah wakaf untuk tujuan strategis seperti membangun fasilitas pendidikan
dan kesehatan yang berbasis wakaf; pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah
(UMKM) yang berbasis ekonomi syariah; dan pengembangan infrastruktur sosial seperti
pasar tradisional dan rumah ibadah. Penggunaan aset wakaf yang menguntungkan ini
meningkatkan nilai ekonomi aset wakaf secara berkelanjutan, meningkatkan
kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional.

6. Peningkatan Kompetensi Nazhir

Nazhir merupakan ujung tombak dalam pengelolaan aset wakaf. Namun,
rendahnya kompetensi nazhir sering kali menjadi kendala dalam pengelolaan dan
sertifikasi tanah wakaf di Indonesia. Sebagai perbandingan, Malaysia telah menunjukkan
keberhasilan dalam membangun kapasitas nazhir melalui pelatihan berkala yang
diselenggarakan oleh Jabatan Wakaf, Zakat, dan Haji (JAWHAR). Program ini mencakup
pemahaman hukum syariah, pengelolaan aset berbasis teknologi, dan strategi
pengembangan aset wakaf (Masruroh et al., 2024).

Nazhir sebagai pengelola aset wakaf memainkan peran kunci dalam proses
sertifikasi dan pengelolaan wakaf. Pelatihan reguler yang berfokus pada aspek legalitas,
manajemen aset, dan teknologi administrasi perlu disediakan untuk meningkatkan
kapasitas mereka. Suprayogi et al. (2023) menyebutkan pengembangan kapasitas nazhir
melalui pelatihan berbasis modul dapat membantu mereka memahami regulasi wakaf dan
meningkatkan keterampilan manajerial.

Indonesia dapat mengadopsi pendekatan serupa dengan menyelenggarakan
pelatihan reguler bagi nazhir, termasuk program sertifikasi kompetensi. Pelatihan ini
dapat dilakukan dalam bentuk kemitraan dengan perguruan tinggi, lembaga keuangan
syariah, atau organisasi Islam. Dengan demikian, nazhir tidak hanya mampu mengelola
aset wakaf secara profesional tetapi juga dapat memanfaatkan aset tersebut untuk proyek
pembangunan berkelanjutan.

Untuk mengatasi masalah ini di Indonesia, para nazhir harus dilatih dan
disertifikasi melalui kemitraan dengan perguruan tinggi, lembaga keuangan syariah, atau
organisasi Islam. Hal ini akan memastikan bahwa nazhir mengelola aset wakaf dengan
profesional dan dapat memanfaatkannya untuk pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya,
pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
(SKKNI) Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Wakaf, yang mengajarkan nazhir
untuk memiliki keahlian dalam mengelola wakaf. Badan Wakaf Indonesia (BWI) juga
mendirikan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) untuk memastikan bahwa nazhir memiliki
keahlian yang sesuai dengan standar yang berlaku. Dalam upaya untuk meningkatkan
pengelolaan aset wakaf secara keseluruhan, Lembaga Wakaf Indonesia (BWI)

KESIMPULAN
Wakaf memiliki potensi besar untuk menjadi pilar utama dalam pembangunan
berkelanjutan, terutama dalam konteks ekonomi umat. Sebagai instrumen kolektif, wakaf tidak
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hanya berfungsi sebagai ibadah individu, tetapi juga berperan dalam meningkatkan kualitas hidup
masyarakat melalui pembangunan fasilitas umum, seperti tempat ibadah, lembaga pendidikan,
dan pusat kesehatan. Pendekatan Islam terhadap pembangunan ekonomi menekankan inklusivitas,
di mana setiap anggota masyarakat memiliki peran aktif dalam membangun kesejahteraan
bersama. Hal ini membantu mengurangi beban pemerintah dalam penyediaan fasilitas umum
serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan menggerakkan
permintaan barang dan jasa.

Namun, langkah strategis diperlukan untuk mengoptimalkan kontribusi wakaf dalam
pembangunan berkelanjutan. Pertama dan terpenting, masyarakat harus dididik tentang
keuntungan wakaf. Kedua, diperkuat instrumen sertifikasi wakaf untuk memberikan kepastian
hukum dan mempermudah pengelolaan aset wakaf. Ketiga, membangun sumber daya manusia
melalui pelatihan nazhir untuk mengelola dan mengembangkan aset wakaf dengan baik. Keempat,
inovasi dalam manajemen wakaf dengan menggunakan teknologi seperti digitalisasi manajemen
wakaf. Wakaf dapat menjadi solusi strategis untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan
pemberdayaan ekonomi di Indonesia dengan menggunakan pendekatan yang terpadu.
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